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A. Latar Belakang Masalah

Politik hukum Islam menurut para pakar hukum Islam dalam
membicarakan politik hukum Islam selalu memadankan-nya dengan kata siyasah
syariah. Kata siyasah sendiri berasal dari kata sasa, berarti mengatur, mengurus
dan memerintahkan, politik dan perbuatan kebijakan dalam pemerintahan. Secara
istilah siyasah berarti mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang baik
untuk mengantarkan manusia kepada kemaslahatan guna menciptakan kehidupan
yang bermanfaat didunia dan akhirat.

Politik hukum Islam merupakan konsep yang mengatur tatanan kehidupan
bernegara dan beragama didalam negara Islam. Konsep-konsep itu meliputi
tentang pengaturan suatu negara, taktik perang, kehidupan sosial, hubungan
masyarakat, perekonomian, dan lain-lain. Kesamaannya ini sudah diinformasikan
dalam Al-Qur’an dan Nash. Berasal dari konsep tersebut muncul-lah para
pemikir Islam yang menulis kaya-karyanya yang sampai sekarang menjadi
pegangan para ilmuan dalam bidang politik, seperti al-Ahkam al-Sulthaniyah
karangan al-Mawardi dan masih banyak lagi.?

Politik berasal dari bahasa Arab disebut “siyasah”, yang selanjutnya kata

ini diterjemahkan menjadi siasat. Dalam bahasa inggris politic, yang berarti

! Abdul Manan, Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat (Jakarta: Kencana.2016), h.10
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cerdik dan bijaksana. Dalam pembicaraan sehari-hari kata tersebut diartikan
sebagai suatu cara yang dipakai untuk mewujudkan tujuan. Kata hukum berasal
dari bahasa Arab hukum kata jamaknya ahkam yang berarti putusan (judgement,
verdict, decision), ketetapan (provision, printah (command), pemerintahan
(government) kekuasaan ( authority, power ), dan lain-lain asal usul kata hukum
mempunyai arti mengendalikan dengan suatu pengendalian secara sederhana
dikemukakan oleh Sri Sumantri Martosoewignjo, bahawa hukum adalah
seperangkat aturan tingkah laku yang berlaku di dalam masyarakat.?

Ada ungkapan bahwa hukum dan politik adalah dua hal yang harus
berdampingan, dan keduanyaan merupakan aspek penting dalam suatu negara.
Seiring dengan itu sebagaimana diungkapkan oleh Kusnardi mengumpamakan
hukum tata negara dan ilmu politik sebagai sebuah kesatuan tubuh, hukum
tatanegara sebagai kerangka dan ilmu politik sebagai dagingnya. Perumpamaan
ini menjelaskan bahwa kedua aspek tersebut sangat berkaitan*

Di tengah reformasi yang menggelindingkan nilai-nilai demokratis, tarik
menarik dan ketegangan pendapat merupakan hal yang sulit dihindari,
ketegangan ini telah memperkaya nuansa dan spectrum kesadaran bangsa
Indonesia. Hampir semua pihak di Indonesia saat ini menginginkan masa depan
yang lebih baik. Masa depan tersebut sering juga dikatakan sebagai Indonesia

baru. Masa depan Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kondisi masyarakat

3 Entol Zaenal Muttagin.Pokok-pokok Hukum Ketatanegaraan (Serang:2014),h. 5
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muslimnya, sebab berbicara tentang Indonesia adalah berbicara tentang Islam di
Indonesia.®

Di era orde reformasi umat Islam telah mengalami suatu perubahan
pemikiran, khususnya dalam masalah politik. Umat Islam dalam mengadakan
gerakan tidak lagi merasa takut dengan adanya tuduhan-tuduhan subversif seperti
yang terjadi pada era orde baru, sehingga adanya pemahaman yg modern seperti
bermunculan partai-partai Islam dan gagasan-gagasan untuk menerapkan syariat
Islam di Indonesia. Semua itu tidak lain merupakan salah satu wujud politik
Islam di era reformasi. Upaya penerapan syariat Islam melalui hukum negara
sebenarnya telah dilakukan di Indonesia secara bertahap sejak puluhan tahun
yang lalu dengan cara mengadopsi hukum Islam kedalam hukum negara. Hal ini
antara lain dapat dilihat dengan lahirnya Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa persyaratan usia seseorang untuk
menikah adalah usia 16 tahun bagi perempuan dan usia 19 tahun bagi laki-laki
dengan yang secara umum oleh sebagian orang dipandang sebagai hukum
munakahat Indonesia. Menurut UU tersebut, seorang Islam tidak mungkin
menikah diluar hukum pernikahan Islam. Selain itu Pemerintah pusat melalui
peraturan menteri agama Rl Nomor 2 Tahun 1987 tentang wali hakim, telah
mengatur pula bagaimana proses perkawinan dilangsungkan dalam hal seorang

wali perempuan “Adhol” (enggan) menikahkan perempuan yang berada di

5 Aslich Maulana, Polarisasi Politik Aliran di Era Reformasi, (Gresik: Caremedia
Communication,2018) ,h.3



bawah perwaliannya. Menyangkut dengan masalah wakaf, Pemerintah Indonesia
telah pula mengaturnya melalui peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1977
tentang perwakafan tanah milik. Bahkan terakhir masalah wakaf ini telah diatur
dengan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dibidang zakat, Pemerintah
Pusat telah pula mengatur melalui UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang
pengelolaan zakat. Dari uraian di atas jelaslah bahwa penerapan syariat Islam di
suatu negara atau daerah yang paling efektif adalah melalui pengadopsian hukum
Islam kedalam hukum negara (hukum positif ).

Pemikiran tentang perlunya campur tangan negara dan pemerintahan
dalam pemberlakuan syari’at Islam juga disampaikan oleh Shalih bin Ghanim as
Sadlan dalam buku “political activism and transnational”, ia mengemukakan
bahwa penentangan para penguasa di sekian banyak negara Islam sudah sampai
pada batasan yang sulit ditolelir. Aplikasi syari’at Islam oleh penguasa Negara
memerlukan keseriusan dan dengan hati yang tulus. Islam tidak hanya menjadi
simbol dari ideologi negara saja, melainkan juga harus diaplikasikan dalam
kehidupan sehari-hari. Dikalangan praktisi hukum, Bismar Siregar dalam buku
“surat-surat kepada pemimpin” menyatakan bahwa kewajiban menjalankan
syari’at tidak perlu diperintahkan secara formal berdasarkan undang-undang,
sekali orang menyatakan dirinya umat Nabi Muhammad SAW, dengan ikrar dua

kalimat syahadat, maka berlakulah menjalankan syari’at atas dirinya.’

b Saija & Igbal Taufik, Dinamika Hukum Islam Indonesia. (Jakarta: Budi Utama,2016),h.13
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Amin Rais berpendapat bahwa transformasi nilai-nilai Islam melalui
kegiatan dakwah harus mencakup semua dimensi kehidupan manusia. Kegiatan
dakwah harus dilaksanakan dengan gerakan-gerakan lain dalam kehidupan yang
ditujukan untuk merubah status quo. Amin Rais mendukung perumusan dan
implementasi sistem sosial Islam, termasuk melegalisasi hukum Islam dalam
hukum tatanegara Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1995.8

Proses reformasi di Indonesia terjadi pada tahun 1998 diawali dengan
lengsernya soeharto kemudian digantikan oleh B.J. Habibi. Di era reformasi
banyak sekali partai-partai islam yang muncul diantaranya adalah PPP, PBB,
Partai Keadilan, Partai Persatuan, Masyumi, Partai Kebangkitan Umat (PKU)
Partai Abud Yatama (PAY), PSII-1905, dan Partai Cinta Damai (PCD), PKB,
PAN, Partai Solideritas Uni Nasional Indonesia (SUNI). Meskipun partai-partai
Islam ini tidak meraih suara terbesar, namun koalisi mereka melalui kaukus
poros tengah dapat menghalangi tampilnya aliran dan kelompok politikus
nasionalis dan koalisinya serta dapat memunculkan tokoh-tokoh utama pada
posisi yang strategis dilembaga eksekutif dan legislatif. Seperti Amin Rais
sebagai ketua DPR-RI dan Gusdur atau Abdurahman Wahid sebagai Presiden.®

Pada masa reformasi, orde baru tidak dapat diragukan bahwa
pembangunan ekonomi orde baru sudah sangat berhasil. Laporan Bank dunia

memasukan Indonesia sebagai bagian dari keajaiban Asia Timur, bersama-sama

8 Saija & Igbal Taufik, Dinamika Hukum Islam Indonesia. (Jakarta: Budi Utama,2016),h.20.
9 Asyari. Pengantar Politik Islam (Jakarta: Prenadamedia 2016),H. 295.



dengan Thailand, Malaysa, Singapura, Taiwan, Korea Selatan, Cina dan Jepang.
Dengan laju pertumbuhan rata-rata 5% (Lima Persen) pertahun, ekonomi
Indonesia akan terus menambah jumlah kelas menengah dan buruh .%°

Seiring dengan kejatuhan Orba, Umat Islam memanfaatkan momentum
eurofia reformasi untuk menyusun kembali format perjuangan penegakan syariat
Islam dijalur politik. Diantaranya mencuatnya kembali cita-cita islam sebagai
landasan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Hal ini dimungkinkan karena
asas tunggal yang ditetapkan soeharto resmi dicabut dan masyarakat berhak
membuat partai-partai sesuai ideologi mereka. Keadilan ini dimanfaatkan oleh
umat islam dengan cara mendirikan partai-partai Islam dengan berbagai orientasi,
visi dan misi perjuangan-nya. Sebelum menguraikan politik Islam pada era
Reformasi, perlu kiranya dijelaskan tentang sebab-sebab kejatuhan orde baru
ini.t

Sulit membayangkan betapa sebuah rezim yang telah berkuasa selama
lebih dari tiga dasawarsa dan didukung oleh kekuatan militer serta segala
infrastukturnya ternyata tumbang ditangan gerakan rakyat yang dimotori oleh
mahasiswa,(people’s power) tetapi inilah kenyataan yang dialami orba. Soeharto

akhirnya jatuh dari kekuasaannya. Namun demikian, sebenarnya banyak indikasi

1°Denny J.A. Catatan Politik (Yogyakarta:LKIS,2016),h.6
Denny J.A. Catatan Politik. h.10



yang memperlihatkan betapa rezim ini sangat rapuh dan hanya dapat berdiri
dengan kekuatan totaliter dan otoriter.*

Berkembang-nya partai islam pasca-reformasi barangkali berkaitan
dengan argument hefner (1993) bahwa islam telah menjadi kekuatan politik
besar. Menurut Jamhari, hal ini diindikasikan dengan lahirnya kelas menengah
Islam yang menyediakan kepemimpinan nasional sekaligus masa untuk
mendemonstrasi soeharto pada masa pemerintahan orde baru umat Islam
semakin termarjinalkan, karena dianggap tidak mendukung pembaharuan yang
digulirkan oleh pemerintahan, sehingga pemerintahan dikendalikan oleh orang-
orang nasionalis. Dan partai-partai Islam tidak diberikan kebebasan untuk
berkembang. Bahkan pemerintah hanya mengijinkan adanya tiga partai, yaitu
wakil partai Islam, wakil partai nasionalis dan golongan karya yang berasa di
bawah kendali pemerintahan orde baru®

Setelah pemerintahan orde baru runtuh dan digantikan dengan
pemerintahan reformasi yang lebih demokratis, perlahan-lahan partai Islam mulai
sedikit menuaikan hasil mulai dari pemerintahan-nya serta perkembangan-nya,
walaupun dalam kancah perpolitikan nasional partai Islam selalu mengalami

kekalahan dan tidak pernah memegang kendali pemerintahan

2 Muhamad Igbal dan Amin Husein, Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik Hingga
Indonesia Kontemporer,(Jakarta: Kencana,2010) ,h.318

BMusyrifah Sunanto, Sejarah Peradaban islam Indonesia, (Jakarta:PT Raja Grapindo
Persada, 2013). h.89.
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Transformasi politik hukum Islam di era reformasi ini sangat signifikan
baik dilihat dari masa sebelum orde baru, sampai pada reformasi, pada masa
sebelum reformasi setelah C. geetz menulis The Religion of java, muncul sebagai
kajian yang mencoba mengguakan perspektif aliran. Salah satu yang menonjol
adalah pemetaan kekuatan politik berbasiskan ideologi (pemikiran politik) yang
dibuat oleh Herbert faith dalam pengantar buku Indonesian Political Thingking,
1845-1965. Sama seperti alur dari pemikirsn C. Geetz, faith menekankan
perbedaan orientasi dasar, atau dalam istilah lain di sebut “weltanschauliche
Grundlagen” atau perbedaan basis ideologi antara satu partai dengan partai
lainnya, basis ideologi itulah yang menunjukan tujuan, program atau platform,

komposisi keperibadian dalam politik.ts

A. Rumusan Masalah
1. Bagaimana Eksistensi Politik Hukum Islam di Indonesia?
2. Bagaimana Proses Transformasi Politik Hukum Islam di Indonesia pasca

Reformasi?

B. Tujuan Penelitian
Dengan memperhatikan latar belakang dan pokok permasalahan diatas,
maka tujuan dari pembahasan skripsi ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Eksistensi Hukum Islam di Indonesia.

BAslich Maulana, polarisasi politik aliran di era reformasi, (Gresik: Caremedia
Communication,2018) ,h.7.



2. Untuk Mengetahui Proses Transformasi Politik Hukum Islam di Era

Reformasi.

D. Manfaat Penelitian
Hasil peneletian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap
wawasan dan khasanah tentang keilmuan Islam khususnya pada llmu Politik
Hukum Islam.
Adapun manfaat penelitian ini diantaranya :
1. Memperluas pengetahuan dan wawasan tentang transformasi hukum
Islam di era reformasi.
2. Sebagai tambahan pengetahuan tentang perkembangan dan sejarah politik

hukum Islam.

E. Kerangka Pemikiran

Perihal revolusi, terlihat bahwa Aidit mendasari pengetahuan-nya pada
pendapat lenin yang menyatakan bahwa imperialisme merupakan sarana negara-
negara kapitalis maju untuk sementara dapat mengeksplor ketegangan-
keteganggan internal kenegara-negara pra-kapitalis. Negara-negara itu menurut
lenin adalah mata rantai yang paling lemah dalam sistem kapitalisme
internasional.*®

Pemikiran politik hukum Islam pada dasarnya dimaksudkan sebagai cara

untuk menengahi problem umum tentang hubungan antara islam dan politik

16 Satriono Priyo Utomo. Aidit,Marxisme-Leninisme dan Revolusi Indonesia,.h. 70



10

(Negara) pemikiran politik islam modern cenderung mengalami evolusi seperti
yang dijelaskan di atas. Evolusi pemikiraan politik itu didesain oleh perbedaan
dan latar belakang para pemikirnya, Din Syamsuddin menyebutkan tiga
kecenderungan; pertama, kecenderungan juristrik yang diusulkan para fukaha
yang cenderung memandang permasalahan kekhalifahan dan masalah lain yang
terkait dengan nya dari kacamata syariah (Hukum Islam). Kedua, kecenderungan
birokratik-administratif dari para penulis (Kuttab) yang umumnya berhubungan
dengan teori-teori birokrasi dan administrasi negara. Ketiga, kecenderungan

filosofis yang mendefinisakan ide para filsuf (falsifah) yang mengemukakan

konsep negara yang ideal ( Al-Madinah alfadilah).'

Penelitian Relevan

1. M. SHOHIBUL ITMAN, Judul skripsi Hukum Islam dalam Pengumulan
Politik Hukum Nasional Era Revormasi, Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri Ponorogo. Keduanya sama-sama menjelaskan tentang
revormasi namun dalam hal karya ilmiah tersebut lebih cenderung atau
objektif kajiannya terhadap suatu Partai. Sedangkan penulis membahas
tentang transformasi politik Hukum di era reformasi dengan kaidah-kaidah
islam yang diadopsi dan dijadikan perundang-undangan di indonesia.

2. HASYIM NAWAWI, Judul Skripsi Hukum Islam dalam Perspektif Sosial

Budaya di Era Reformasi. Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam

17 Syarifuddin Jurdi,. Sosiologi Islam dan Masyarakat Modern, (Jakarta:Kencana, 2010. h.93.
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Negeri (STAIN) Tulung Agung keduanya sama-sama membahas tentang
Hukum Islam di Era Reformasi namu penulis karya ilmiah tersebut lebih
cenderung membahas tentang budaya-budaya di Era Reformasi sedangkan
penulis membahas tentang transpormasi politik Islam di Era Reformasi dan

eksistensi hukum islam di Indonesia yang berlaku.

G. Metodologi Penelitian
Setiap penelitian pasti menggunakan metode agar mempermudah sebuah
penelitian yang dilakukan oleh peneliti, untuk memfokuskan suatu kajian dalam
penelitian tersebut. Maka menggunakan metode sebagai berikut :
1. Jenis dan pendekatan penelitian
Penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian pustaka (library
research). Dalam hal ini penulis memanfaatkan riset pustaka yang mana
dalam riset pustaka, penulis tidak sekedar membaca dan mencatat literatur
yang telah ada, tetapi juga melakukan penelitian dan mengolah data yang
berkenaan dengan tema skripsi ini.®
2. Sumber data
Sumber data pustaka yang menjadi rujukan kajian, yaitu data-data
primer dan data-data sekunder. Sumber data primer adalah buku-buku yang
berkaitan dengan transformasi untuk data sekunder penulis menggunakan

segala data tertulis yang berhubungan dengan tema yang bersangkutan baik

18 Anton Bakker dan Achmad Charis Zubair, Metodologi Penelitian Filsafat,
(Yogyakarta: Kanisius, 1990),h. 15
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itu dari  buku, jurnal, skripsi, tesis, internet, majalah, surat kabar dan
penelitian- penelitian lain yang masih berhubungan dengan tema skripsi ini.
Teknik pengumpulan data

Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan metode deskriptif,
yakni telaah pustaka. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan
pengumpulan buku-buku yang berkaitan dengan Transformasi Politik Hukum
Islam di Era Revormasi. Data tersebut tak hanya penulis kumpulkan tetapi
juga penulis olah sesuai dengan metodologi yang digunakan.
Teknik Analisis Data

Data-data penelitian ini telah terkumpul, mulai dari yang primer
hingga sekunder, kemudian ditelaah dengan langkah-langkah dan tahapan-

tahapan yang digunakan sebagai berikut:

Pertama, Dalam penelitian ini penulis dapat mengumpulkan tulisan atau
data yang berhubungan dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini,
kemudian penulis menelaah data yang telah terkumpul tersebut, kemudian
dianalisis dan di interpretasikan sesuai dengan wawasan penulis. Kemudian
dalam penelitian ini juga penulis dalam menganalisis data menggunakan metode
deskriptif, jadi dalam menganalisis data tidak hanya sebatas mengumpulkan data
saja dan menyusun data. Akan tetapi, harus mencakup analisis dan interpretasi
tentang data itu sendiri agar mendapat pemahaman yang lebih jelas lagi.

Kedua, Kesinambungan historis. Dengan kesinambungan historis untuk
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mengetahui benang merah dalam karya ilmiah ini. Dengan historis faktual

merupakan hal yang konkrit yaitu karya ilmiah yang dikaji atau diteliti memang

betul-betul ada dalam sejarah.

. Sistematis pembahasan

Untuk mempermudah dan memperoleh gambaran mengenai skripsi ini,

penulis menjabarkan sistematis pembahasan yang terbagi dalam lima bab

dengan rincian sebagai berikut :

BAB |

BAB |

BAB |11

BAB IV

: Pendahuluan yang merupakan gambaran umum, latarbelakang

masalah, identifikasi masalah, focus penelitian, rumusan masalah,

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan .

: Membahas tentang geogerafis sosial dan politik pascareformasi.

Bab ini diperlukan sebagai upaya memberikan deskripsi yang
memadai mengenai konteks penelitian sehingga memberikan

kontekstualisasi dan pembahasan berikutnya.

: Memaparkan sebuah kejadian pasca orde baru sampai reformasi

dan memberikan gambaran umum mengenai transformasi dan

implementasi yang terjadi.

. Diorientasikan untuk menganalisis problem yang dihadapi, baik

dari internal maupun external, kekuatan dan kelemahan, serta
jalan tengah yang ditempuh untuk menyeimbangkan idealisme dan

kepentingan  praktik partai dalam  mengimplementasikan
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pendidikan pendidikan politik. Penjelasan juga mengarahkan
tentang proses dan perkembangan politik hukum islam di

Indonesia pasca reformasi.

: Penutup yang meliputi kesimpulan dan saran .
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